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Berkenaan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut
! Dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. ditegaskan hal-hal berikut:
ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau
Walal Wat Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 8 (enam) bulan
sebelum tanggal panetapan pasangan calon sampal dengan akhir masa
jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Wali Kota
ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali
Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ke tentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenal
sankst  pembalalan sebagai  calon oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.
ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang
bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
rdasarkan Lammrdn Peraturan Kormisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2u24 tersebut
atas, bahwa penetapan pas: "’]r" calon Kepala Daerah dan Wak! Kepala Daerah
adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggan penetapan
pasangan calon tr rhitung tanggai 22 Maret 2024
Gerpedoman pada ketentuan tersebut mulal tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir
masa jabatan Kepala Daeran, dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat
persetujuan tertulis Menler Dalam Negen dengan penjelasan sebagai berikut.
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Waii Kota atau Wakil Wali
Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau
il Wal Kota pada Daerah yang menyelenggarakan Pilkada. baik yang mencalonkan
maupun tidak mencalonkan dalam Pilkada, termasuk Penjabat (Pj)/Penjabat Sementara
(Pjs)/Pelaksana Tugas (PIt) Gubernur atau BupatiWali Kota.
Untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menter Dalam Neaqeri terdini dar
) Pejabat St'u}nu' il meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya. PPT Pratama

jabat Administrator dan Pejabar Pengawas

a1abat

Pejabat Fm‘.gf‘.mr»:z! yana dibenkan tugas tambahan memimpin satuan/unit kena
Kepala Puskesmas dan Kepaia Sekolah

Fenggantan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut.

1) Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalu uj kompetens: untuk mutasi
d(‘H'j"l alan dan/alau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Prg“wax Negen Sipil dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2023
tentang Mutas/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum
Mencapai 2 (dua) Tahun
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2) Terkait dengan angka 1 (satu) di atas, sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau
seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam
Negeri.

3) Untuk pengisian jabatan Kepala Sekolah, syarat dan mekanismenya mempedomani
Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun
2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dengan tata cara verikasi
dan validasi menggunakan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah dari Kemendikbudristek yang diakses melalui laman https: I/pengangkatan-
ksps.kemdikbud.go.id/.

4) Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Pit.) dengan
mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021
tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek
Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

5) Dalam hal pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah agar mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor 821/2893/SJ, tanggal 11 Mei 2018, Hal Persetujuan tecgyli's
Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. '

8) Untuk Penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pentatatan Sipil. agar
mempedomani surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3/4142/SJ tanggal
7 Agustus 2023 Hal Moratorium Penggantian/Mutasi Pejabat JPT Pratama Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4 Dalam masa setelah pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkkada, pelaksanaan penggantian
Pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,
yang menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang akan melakukan
penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota,
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri”.

- Gubernur dan/atau PI/Pj/Pjs Gubernur dan Bupati/Wali Kota dan/atau PIt/Pj/Pjs Bupati/Wali
Kota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
t3erh1tung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka

(tiga)
Demikian disarmpaikan untuk menjadi peghg@ lam pelaksanaannya.

w

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
Pit. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
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